
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  

NOMOR   3   TAHUN   2007 

 

TENTANG  

RETRIBUSI  IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  PEKALONGAN, 

 

Menimbang :  a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah, maka dalam 

rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu menggali potensi 

Daerah sesuai dengan kemampuannya; 

b. bahwa salah satu potensi yang ada di Kabupaten Pekalongan 

adalah Bidang Usaha Jasa Konstruksi, oleh karena itu dalam 

rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian setiap 

pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dan upaya peningkatan 

pendapatan Daerah perlu memungut Retribusi bagi setiap 

pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 

dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang 

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi. 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah–daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi     

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ; 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4400); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548); 



11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan 

Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Batang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1988 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3381); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan 

Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3955 ) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3956 ) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4139); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 



20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2003 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2003 Nomor 19 Seri E 

Nomor 5); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan 

Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 

3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2007 Nomor 2  ); 

    

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

Dan 

BUPATI PEKALONGAN 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH  TENTANG RETRIBUSI  IZIN USAHA JASA 

KONSTRUKSI. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan; 

5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lain, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firm, 

kongsi,koperasi,yayasan,dana pensiun, organisasi masa, organisasi 



sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 

tetap serta bentuk usaha lain. 

7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Badan Usaha 

adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. 

8. Pribadi adalah  orang perorangan/Masyarakat umum yang 

melaksanakan usaha jasa konstruksi; 

9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pekalongan; 

10. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan 

pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia 

jasa, pengguna jasa dan masyarakat. 

11. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi, perencanaan, 

pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. 

12. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah 

izin untuk melakukan usaha dibidang usaha jasa konstruksi yang 

diterbitkan oleh Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 

13. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan 

penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan 

sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan 

keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut 

disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian 

dan atau keahlian masing-masing. 

14. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan 

penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut 

tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau 

penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang 

perorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman 

kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. 

15. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut 

Retribusi IUJK adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 

penerbitan IUJK. 

16. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 

daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

17. Wajib Retribusi adalah para pengusaha jasa konstruksi baik 

perorangan maupun berbadan hukum yang menurut peraturan 

Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran Retribusi. 



18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin usaha 

dibidang jasa konstruksi. 

19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 

adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan 

pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah 

atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 

adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok 

Retribusi. 

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan Retribusi yang 

menentukan jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan 

jumlah yang masih harus dibayar. 

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 

selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang 

menentukan tambahan atas jumlah yang masih harus dibayar; 

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 

kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau 

yang seharusnya terutang. 

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD  

surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan atau denda. 

25. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas 

Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang 

ditentukan. 

26. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan 

retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, 

surat teguran bahwa yang bersangkutan melaksanakan kewajiban 

untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang 

terutang. 

27. Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama Wajb Retribusi 

yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum 

kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang. 



28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan 

perundang-undangan Retribusi. 

29. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah 

serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  oleh  penyidik Pegawai 

Negeri Sipil yang  selanjutnya  disebut  penyidik,  untuk  mencari  

serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  

terang   tindak  pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta 

menemukan  tersangkanya. 

30. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan 

penyidikan. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini  adalah : 

a. Memberikan  dasar hukum dalam rangka untuk pembinaan dan 

pengawasan pelaksanaan Retribusi IUJK. 

b. Memberikan dasar hukum bagi penarikan retribusi 

 

BAB  III 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK  RETRIBUSI 

 

Pasal  3 

 

(1) Dengan nama Retribusi IUJK dipungut Retribusi sebagai 

pembayaran atas setiap pemberian IUJK. 

(2) Obyek Retribusi IUJK adalah setiap pemberian IUJK oleh 

Pemerintah Daerah kepada orang perseorangan atau badan 

usaha baik nasional maupun asing yang menyelenggarakan 

usaha jasa konstruksi. 

(3) Subyek IUJK adalah penyelenggaraan usaha yang bergerak 

dalam bidang jasa konstruksi. 

 

 

 



BAB  IV 

GOLONGAN RETRIBUSI 
 
 

Pasal  4 
 
Retribusi IUJK digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 

 
 

BAB  V 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 

Pasal 5 

 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kekayaan bersih yang 

dimiliki. 

 

BAB  VI 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

BESARNYA TARIF 

 

Pasal 6 

 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi 

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan 

biaya penyelenggaraan pemberian izin. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 

pemeriksaan, pengadaan blanko Surat Permohonan Izin (SPI) dan 

IUJK. 

 

 

BAB  VII 

BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 

Pasal 7 

 

(1) Besarnya tarif Retribusi IUJK adalah sebagaimana tersebut dalam 

Lampiran Peraturan Daerah ini. 

(2) Besarnya tarif Retribusi perpanjangan izin usaha dan perubahan data 

ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari tarif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

 



BAB  VIII 

WILAYAH  DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN 

 

Pasal  8 

 

(1) Retribusi  yang terutang dipungut di wilayah Daerah. 

(2) Pejabat di lingkungan Dinas ditunjuk sebagai pemegang Kas penerima 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

 

BAB  IX 

MASA  RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

 

Pasal  9 

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun. 

 

Pasal 10 

 

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 

 

BAB  X 

TATA  CARA  PEMUNGUTAN 

 

Pasal  11 

 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 

(2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

 

BAB  XI 

TATA CARA PEMBAYARAN 

 

Pasal  12 

 

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang 

ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD 

atau dokumen lain yang dipersamakan. 



(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka 

hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat    

1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. 

(3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dilakukan secara tunai/lunas. 

(4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 

tanda bukti pembayaran. 

(5) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada tata (4) dicatat dalam 

buku penerimaan. 

(6) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran 

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati. 

(7) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati. 

 

 

BAB XII 

TATA CARA PENAGIHAN 

 

Pasal 13 

 

(1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan  atau surat lain yang 

sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi 

dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 

pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ 

peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi 

retribusi yang terutang. 

(3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 

 

 

BAB  XIII 

SANKSI  ADMINISTRASI 

 

Pasal  14 

 

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 

kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 

2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau 

kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan  STRD. 

(2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah. 

 



BAB  XIV 

PEMBERIAN  KERINGANAN PENGURANGAN DAN  

PEMBEBASAN RETRIBUSI 

 

Pasal  15 

 

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan 

Retribusi dalam hal tertentu, atas pokok Retribusi dan atau sanksinya. 

(2) Pemberian keringanan atau pengurangan Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib 

Retribusi. 

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 

lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam. 

(4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan 

Retribusi ditetapkan oleh Bupati. 

 

 

BAB  XV 

KADALUWARSA 

 

Pasal 16 

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah 

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 

Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di 

bidang Retribusi. 

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh apabila : 

a. Diterbitkan surat teguran; atau 

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung 

maupun tidak langsung. 

 

 

BAB XVI 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  RETRIBUSI  

YANG KADALUWARSA 

 

Pasal   17 

 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. 



(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah 

yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

 

BAB  XVII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 18 

 

(1) Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati. 

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), diberikan biaya operasional yang besar dan 

pembagiannya diatur oleh Bupati serta dituangkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan. 

 

 

BAB  XIX 

KETENTUAN  PIDANA 

 

Pasal  19 

 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 

(tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi 

yang terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas 

Daerah. 

 

 

BAB  XX 

PENYIDIKAN 

 

Pasal  20 

 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah 

diberi wewenang khusus sebagai PPPNS untuk melakukan Penyidikan 

tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

 



(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berwenang : 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan 

melakukan pemeriksaan; 

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka; 

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; 

e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; 

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 

g. mendatangkan  orang ahli dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan  perkara; 

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk 

dari penyidik POLRI  bahwa tidak terdapat cukup bukti atau 

peristiwa  tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya 

melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut 

Umum, tersangka atau keluarganya; 

i. melakukan tidakan lain menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik berada 

dibawah koordinasi Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Undang - Undang  Nomor 8  Tahun  1981 tentang Hukum 

Acara Pidana. 

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 

Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – 

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

 

 

BAB  XXI 

KETENTUAN  PENUTUP 

 

Pasal 21 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih  lanjut oleh Bupati. 

 

 

 



Pasal  22 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan. 

 

 

Ditetapkan di  Kajen 
                  pada tanggal 30 April 2007 

 
BUPATI PEKALONGAN, 

ttd 
SITI  QOMARIYAH 

 

 

Diundangkan di Kajen 
Pada tanggal 30 April  2007 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

Ttd 
SUDIYANTORO 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN  2007                  

NOMOR 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

NOMOR  3  TAHUN 2007 

 

TENTANG 

 

RETRIBUSI  IJIN  USAHA JASA KONSTRUKSI 

 

 

I. UMUM 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dibiayai dengan 

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli 

daerah yang antara lain berupa Pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini dimaksudkan 

agar Daerah mampu melaksanakan Otonomi daerah yaitu mampu mengurus dan 

mengatur rumah tangganya sendiri. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Rteribusi daerah 

maka Daerah diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber kleuangannya 

berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Salah satu potensi yang ada di Kabupaten Pekalongan adalah bidang usaha jasa 

konstruksi. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan 

pembinaan serta pengawasan perizinan Usaha Jasa Konstruksi perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Reribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi. 

 

II. PASAL  DEMI  PASAL 

 

Pasal  1 

 Cukup  jelas 

Pasal  2 

 Cukup  jelas  

Pasal  3 

 Cukup  jelas  

Pasal  4 

 Cukup  jelas 

 Pasal  5 

 Kekayaan bersih dilihat dari neraca Perusahaan.  

 



Pasal  6 

 Cukup  jelas  

Pasal  7 

  Cukup jelas. 

Pasal  8 

 Cukup  jelas  

Pasal  9 

 Cukup  jelas 

 Pasal  10 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen 

yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.  

Pasal  11 

 Cukup  jelas 

 Pasal  12 

 Cukup  jelas 

 Pasal  13 

 Cukup  jelas 

 Pasal  14 

 Cukup  jelas 

 Pasal  15 

 Cukup  jelas 

 Pasal  16 

 Cukup  jelas 

 Pasal  17 

 Cukup  jelas  

Pasal  18 

 Cukup  jelas  

Pasal  19 

 Cukup  jelas  

Pasal  20 

 Cukup  jelas  

Pasal  21 

 Cukup  jelas  

Pasal 22 

 Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 2 

 

 

 



Lampiran Perda Kabupaten Pekalongan 

 Nomor : 3 Tahun 2007 

 Tanggal : 30 April 2007 

 

 

BESARAN TARIF RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

 

NO KEKAYAAN BERSIH (Rp) RETRIBUSI (Rp) 

1. 0 – 50.000.000,- 125.000,- 

2. > 50.000.000 – 100.000.000,- 250.000,- 

3. > 100.000.000 – 150.000.000,- 375.000,- 

4. > 150.000.000 – 200.000.000,- 500.000,- 

5. > 200.000.000 – 500.000.000,- 1.250.000,- 

6. > 500.000.000 –  1.000.000.000,- 2.500.000,- 

7. > 1.000.000.000,- 5.000.000,- 

 

 

BUPATI PEKALONGAN, 
ttd 

SITI  QOMARIYAH 

 

 

 

Diundangkan di Kajen 
Pada tanggal 30 April  2007 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

Ttd 
SUDIYANTORO 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN  2007                  

NOMOR 3 
 

 


